PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

JalanKagpten A. Rivai No. 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Tedepon © (0711) 354137 = 311088, Faksmili (0711) 311089 Kode Pos 30127
email :disdik sumselprov go i, websile ; hitp:iidisdik sumealprov.ga id

Palembang, 19 Maret 2021

MNomor i 420/ 214'Set. 3/Disdik. 5812021  Yth. 1. Sekretaris & Kepala Bidang
_ ‘ 2. Kepala SMA/SMK/SLE Negeri
Sifat _ . Penling dan SON Sriwijaya
Lampiran : 1 Dokumen di,
Perihal . Penataan Identitas Sekaolah

Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomar &
Tahun 2021 tertang Pembentukan. Uraian Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis Satuan

. Pendidikan Padza Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Pasal 2 ayal 1, 2 dan 2 peraturan Gubemur tersebul mengatur

tentang penataan nomenklatur satuan pendidikan SMA/SMK/SLE

Negeri dan Pendidikan Khusus Olahraga di Provinsi Sumatera
Selatan .

- Sehubungan dengan angka 1 di atas, Satuan Pendidikan
SMA/SMKISLE Megeri dan SON Sriwijaya, peru melakukan
penyesuaian identitas sekolah yang meliputi :

a. Papan Nama Sekolah (Confoh tedampir)

b. Penomoran surat (contoh terlampir)

c. Kop Surat (contoh terampir)

d. Stempel/Cap Surat (sebagaimana diatur dalam Parmeandagri
Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012)

e. Dan lain-lain terkait tata naskah dinas

3. Melakukan penyesuaian data dalam Aplikasi Data Pokok
Pendidikan (DAPODIK)

. Melakukan penyesuaian data dalam pengelolaan Dana BOS, PSG
dan lain-lain
5. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ibu Dra. Hj. Endah
Kesuma Dewi, MT - 0812 6802 6500)

Demikian, atas perhalian dan kerjasama yang baik diucapkan
tenma kasih.

—Kepala Dinas Pendidikan

TP 19630409 198803 1 0O7
Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
3. Birc Organisasi Setda Prov. Sumssl

4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan
5. Arsip
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR «© TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat
[2) Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan, sebagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan dapat membentuk
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hurufl a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tupas dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Ir_adunesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NMomor
{5157
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8.

10.

11.

12,

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teniang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemernintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Scbagai Kepala
Seckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 486);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nemor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);

Peraturan Dacrah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
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15. Peraturan Daecrah Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

16. Peraturan  Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN

PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2,
3.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah  Provinsi
Sumatera Selatan.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan.

Repala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Selatan.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada
dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis
penunjang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Selatan.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non
formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
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9. Unit Pelaksana Tcknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya
disebut UPT Satuan Pendidikan adalah unit layanan yang
menyclengegarakan pendidikan.

10. Kepala UPT Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut
Kepala Seckolah adalah pimpinan, pemegang kewenangan
dan penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan pada
satuan pendidikan yang ditetapkan,

11, Satuan Pendidikan Menengah adalah unit layanan yang
menyelenggarakan pendidikan menengah yang terdid dari
Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah
Kejuruan MNegeri.

12, Satuan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang
selanjutnya discbut PKLK adalah unit layanan yang
menyeclenggarakan pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus yang terdiri dari Sckolah Luar Biasa Negeri (SLBN).

13. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat
SMAN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan menengah sebapai lanjutan dari SMP, MTs atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar
yvang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

14, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya
disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai
lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sedcrajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau
setara SMP atau MTs.

15. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SLBN
adalah satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan [fisik, emosional, mental,
dan/atau sosial.

16. Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut
SON Sriwijaya adalah satuan pendidikan khusus bagi
peserta didik yang memiliki kompetensi dalam bidang
olahraga.
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17, Aparatur - Sipil Negnrn yang  selanjutnyn disingkat  ASN
adnlah setinp wargn negara Republik Indonesia vang telah
memenuht syarat vang ditentukan, diangkat olch pejabat
yung berwenang don diserahi tugas dalam suntu Jabatan
negara ntaw disernhi tugns negarn lninnya, dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
18.Jabatan Pelaksana adalnh kedudukan yang menunjukkan

tugas, tnmgung jowab, wewenang dan hak sencornng ASN
dalam rangka menjalankan  tugas pokok dan fungsi

keahlian dan/fatau kelerampilan untuk mencapai tujuan
Organisasi.

19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, langgung jawab, wewenang dan hak scscorang ASN
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 455 (empat ratus
lima puluh lima) UPT Satuan Pendidikan yang terdiri dari :
a, 325 (tiga ratus dua puluh lima) UPT Satuan Pendidikan

SMAN;

b. 115 [seratus lima belas) UPT Satuan Pendidikan SMKN:
¢. 13 (tiga belas) UPT Satuan Pendidikan SLBN; dan
d. 1 (satu] UPT Satuan Pendidikan Khusus SON Sriwijava.

(2} UPT Satuan Pendidikan yang dibentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan nomenklatur
dari satuan pendidikan yang telah ada sebelumnya,
disusun secara berurutan berdasarkan tahun berdid
sekolah pada masing-masing Kabupaten /Kota.

{3) NMomenklatur Batuan Pendidikan sebagaimana dimalkcsud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Kedudukan UPT Satuan Pendidikan sebagai unsur
pelaksana tcknis operasional dan/fatau teknis penunjang
pada Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan layanan
pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan
khusus,

(2) UPT Satuan Pendidikan dipimpin oleh scorang Kepala
Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SMAN dan SMKN
terdiri atas
a. Kepala Sekolah;

b. Wakil Kepala Sekolah;

c. Subbagian Tata Usaha; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling banyak 4 {empat) orang yang melaksanakan
Tugas :

a. Satuan Pendidikan SMAN di bidang akademik,
kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan
prasarana, dan administrasi satuan pendidikan; dan

b. Satuan Pendidikan SMKN di bidang akademik,
kesiswaan, hubungan dunia usaha dan dunia industri,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan
administrasi satuan pendidikan,

(3) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) huraf ¢ dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana,
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[4) Kelompok Jubatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. gury; dan

b. pustakawan.
(5) Bagan susunan organisasi Satuan Pendidikan SMAN dan

SMKN scbagnimana dimoksud pada ayat (1} tercantum
dnlam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SLEN terdiri atas :

a. Kepala Sekolah;

b. Wakil Kepala Sckolah;

¢. Subbagian Tata Usaha; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling banyak 3 (tiga) orang yang melaksanakan
tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan
masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi
satuan pendidikan.

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dipimpin oleh HKepala Subbagian yang
membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana,

{(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas :

4. guru;
b. pustakawan; dan
c. terapis.

(5) Bagan susunan organisasi SLBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan SON Sriwijaya
terdiri atas :
a. Kepala Sekolah;
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b, Wakil Kepala Sckoluh;
. Subbagian Tatn Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Wakil Kepala Sckolah sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling banyak 4 (empal) orang yang melaksanakan
tugas di  bidang akademik, kesiswaan, hubungan
masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi
satuan pendidikan.

(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
membawahi Kelompok Jabatan Pelaksana.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huruf d terdiri atas :

a. guru; dan
b. pustakawan.

(5) Bagan susunan organisasi SON Sriwijaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB IlI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan SMAN
Pasal 7

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMAN mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengelola penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah atas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMAN
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sekolah;

Caprypdar dwegen Carmlin morwr



b.

(1)
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penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
penyelenggaraan proses pembelajaran  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;
pelaksanaan  penyediaan sarana dan  prasarana
pembelajaran,

analisis dan pengembangan kinerja sekolah;

pelaksanaan ketatausahaan sekolah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
program sekolah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan
pelayanan administratifl kegiatan Subbagian Tata Usaha
yang meliputi :

a. penyusunan program;

b. kepegawaian;

c. kesiswaan,

keuangan;

perlengkapan;

aset;

surat menyurat;

pengelolaan naskah dinas, pelayanan informasi dan
pengembangan sistem informasi serta monitoring; dan
evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran
sckolah.

T®m oo oe o

(2) Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun
Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapai secbagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;
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membagi  tugas kepada parn  bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha seauai dengan bidung tugaanyn
hatk secara lisan moupun tertulis Agar TUgas scgem
thiproases lebih lanjut;

memben petunjuk kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun
tertulis untuk  menghindan penvimpangan  dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagan
Tata Usaha dengan membandingkan antarm hasil kerja
dengan petunjuk kerjn untuk penvempurnaan hasil
kerja;

menilai  prestasi kerja para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang
dicapani sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan
program kerja program sckolah;

mengelola surat menyurat dan arsip;

mengelola administrasi keuangan;

mengelola urusan administrasi kepegawaian;

mengelola administrasi siswa;

mengelola perlengkapan, sarana dan prasarana sckolah;
mengelola data statistik sckolah, pelayanan informasi
dan pengembangan sistem informasi;

melaksanakan fasilitasi monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan pembelajaran sckolah;

menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
pelaksanaan program sekolah;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata
Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuni hasil
yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPT Satuan Pendidikan secara berkala dalam rangka
kelancaran pelakeanaan tugas.
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Bagian Kedua
Satuan Pendidikan SMKN
Pasal 10

Kepala UPT Satuan Pendidikan SMKN mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengelola  penyelenggaraan pendidikan  jenjang mencngah
kejuruan,

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Kepala UPT Satuan Pendidikan SMKN
menyelenggarakan fungsi

4. penyusunan program kerja sckolah;

b. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

¢. penyelenggaraan proses pembelajaran  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didilk:
pelaksanaan  penyediaan sarana dan Prasarang
pembelajaran;
analisis dan pengembangan kinerja sekolah:

g- pelaksanaan ketatausahaan sekolah;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
program sekolah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan
pelayanan administratif kegiatan Subbagian Tata Usaha
yang meliputi :

penyusunan program,

kepegawaian;

kesiswaan;

keuangan;

perlengkapan;

o a0 @ P
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aset;

surat menyurat;

pengelolaan naskah dinas;

pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi

seria monitoring; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah,

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) scbagai berikut :

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun
Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian
Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja
dengan petunjuk kerja untuk penyempumnaan hasil
kerja;

e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinsan dan
peningkatan karier;

. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan
program kerja program sckolah;

g mengelola surat menyurat dan arsip;

h. mengelola administrasi keuangan;

i. mengelola urusan administrasi kepegawaian:

3i mnuﬂnlﬂiﬁﬂﬁni!ﬂﬂﬂi siswa;

k. mengelola perlengkapan, sarana dan prasarana sekolah;
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I. mengelola data statistik sckolah, pelayanan informasi
dan pengembangan sistem informasi;

m. melaksanakan fasilitasi monitoring, evalussi dan
penyusunan laporan pembelajaran sekolah;

n. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
pelaksanaan program sekolah;

0. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata
Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
UPT Satuan Pendidikan secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan SLBN
Pasal 13

Kepala UPT Satuan Pendidikan SLBN mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengelola penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah luar
biasa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepala UPT Satuan Pendidikan SLBN

menyclenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sckolah;

b. penyiapan bahan kehbijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya,

c. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;

e. pelaksanaan  penyediaan sarana dan  prasarana
pembelajaran;

. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sckolah:
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pelnksanaan ketatausahaan sckolah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

program sckolah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pagnl 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menylapkan
bahan dan data dalam rangka penyclenggaraan dan
pelayanan administratil kegiatan Subbagian Tata Usaha
yvang melipuli

pPenyusunan program;

kepegawaian;

kesiswaan;

keuangan;

perlengkapan;

aset;

surat menyurat:

- pengelolaan naskah dinas:

pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi

serla monitoring; dan

evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut .

a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun
Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target
sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas scgera
diproses lebih lanjut;

c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan para bawshan Subhag:
Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja
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dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil
kerja;

menilai prestasi kerja  para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usahe berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan
program kerja program sckolah;

mengelola surat menyurat dan arsip;

mengelola administrasi keuangan;

mengelola urusan administrasi kepegawaian;

mengelola administrasi siswa;

- mengelola perlengkapan, sarana dan prasarana sekolah;

mengelola data statistik sekolah, pelavanan informasi
dan pengembangan sistem informasi;

melaksanakan fasilitasi monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan pembelajaran sekolah:

menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan
pelaksanaan program sekolah:

melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata
Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil
yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
UPT Satuan Pendidikan secara berkala dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Satuan Pendidikan SON Sriwijayn
Pasal 16

Kepala UPT Satuan Pendidikan SON Sriwijaya mempunyaj

tugas

memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengelola penyelenggaraan pendidikan
jenjang menengah kejuruan.
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Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, Kepala UPT Satuan Pendidikan SON Sriwijaya

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerjn sekolah;

b. penyiapan bahan kcbijakan, bimbingan dan pembinaan
serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
penyclenggaraan  proscs  pembelajaran  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik;

e. pelaksanaan  penyediaan sarana dan  prasarana
pembelajaran;

pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sckolah;
pelaksanaan ketatausahaan sekolah;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
program sekolah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

0

=

T ®

Pasal 18

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai  [ugas menviapkan
bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan
pelayanan administratil kegiatan Subbagian Tata Usaha
yang meliputi :

A. penyusunan program,

b. kepegawaian;

c. kesiswaan;

d. keuangan;

e. perlengkapan;

[. asel;

B gurat menyurat;

h. pengelolaan naskah dinas;

i, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
gerta monitoring; dan

i. evaluasi dan penyusunan laporan pembelajaran sekolah,
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(2} Uraian tugas sebagaimana dimeksud pada ayat (1) sebagai
berikut :

a.

merencanakan  kegiatan program kerja per tahun
Subbagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target
sasaran  yang akan dicapai sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha sesuaj dengan bidang tugasnya
baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera
diproses lebih lanjut;

memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha baik secara lisan maupun
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Subbagian
Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja

dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil
kerja;

menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan
Subbagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan
program kerja program sekolah;

mengelola surat menyurat dan arsip;
mengelola administrasi keuangan;
mengelola urusan administrasi kepegawaian:

mengelola administrasi siswa:
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k. mengelola perlengkapan, sarana dan prosarana sekaolah;

L. mengeloln dota statistik sckolah, pelayanan informasi
dan pengembangan sistem informasi;

m. melaksanakan  fasilitasi  monitoring, evaluasi  dan
penyusunan laporan pembelajaran sekolah;

. menyusun lapornn bulanan, triwulan dan tahunan
pelaksanaan program sekolah:

o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tats
Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesual hasil
yang telah dicapai scbagai bahan informasi bagi atasan;
dan

p- melaksanakan tugas lain yang diberikan cleh Kepala
Sekolah secara berkala dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas,

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional
Pasal 19

(1} Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atay berkualifikasi

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas,

(2] Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh scorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebapaimana dimaksud pada
ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah
dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksyd pada ayat
(3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kedun
Jabatan Pelaksana
Pasal 20

(1) Penamnan jabatan pelaksonn dimamuskan berdasarkan
hasil analisis  jabatan  ditetapkan  dengan  Keputusan
Gubernur sesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Nama-nama jabatan pelaksana scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan
organisasi.

(3) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.

(4] Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas dan
ditctapkan  dengan  Keputusan Gubernur  dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh
Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,

[6) Uraian rugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT
Satuan Pendidikan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Satuan
Pendidikan disusun Standar Pelayanan Minimal dan
Standar Operasional Prosedur,

(2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal dan
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPT Samyan
Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
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sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi  di
lingkungan Pemcrintah Provinsi atau dengan instansi lain
di luar Pemerintah Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing dan menerapkan asas wmum
penyelenggaraan negara,

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT
Satuan  Pendidikan wajib  mengawasi, memimpin,
mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan.

Scliap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT
Satuan Pendidikan wajib mengikuti  dan  mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat
pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja
organisasi lain secara fungsional mempunyaj hubungan
kerja.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
scbagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,

Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing-masing scliap pimpinan satuan organisasi wajib

Dalam hal pimpinan sutuan organisasi di lingkungan UpPT
Satuan Pendidikan berhalangan maka tugas pimpinan
satuan organisasi dilaksanakan oleh Pimpinan sapuan
prganisasi setingkat dibawahnya,
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BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu

Kepepawaian
Pasal 22

Kepala UPT Satuan Pendidikan, dan Kepala Subbagian,
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Kepala UPT Satuan Pendidikan merupakan jabatan
fungsional BUru  sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib
mengikuti standar kompetensi teknis di bidang pendidikan
yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri di bidang
pendidikan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 23

Kepala UPT Satuan Pendidikan merupakan jabatan
fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Pendidikan
Provinsi adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan

pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dibebankan kepada

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD), Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

pﬂmndgng-undmlsﬁﬂ-
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat
vang ada di UPT Sawan Pendidikan tetap menduduki
jabatannya dan  melnksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat vang baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini,

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  sctiap orang mengetahuinya — memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannyva
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 12 Lar.oc 2021
- GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
f ( | ‘ixx-.:'x
i o 1

-fﬁ-@igﬂiﬁhﬂ DERU

12 -HuccE Euzl

; /ﬁiﬁ‘ 1S DAERAH PROVINSI
/" SUMATERA SELATAN,

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR -
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